
BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 13 TAHUN 2O2O

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN

,, TUNJANGAN HARr RAyA TAH-uN zozo xepaoe pBioa"wnl'*uou*, a,a*yANG BERSUMBER DARr ANGcARAN pervriai,aiai"oi,o u'ui],i^ro DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahu,a untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2)

Peraturan Pemerintah

Pemberian Tlrnjangan

Nomor 24 Tahun 2O2O tentang
Hari Raya Tahun 2O2O kepada

Pegawai Negeri Sipil, prqiurit Tentara Nasional lndonesia.
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai

Nonpegawai Negeri Sipil, dan penerima pensiun atau
Tunjalgan perlu menetapkan peraturan Bupati Tana
Toraja tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan pemberian

Tunjangan Hari Raya Tahun 2O2O kepada pegawai Negeri

Sipil yang bersurnber dari Anggaran pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja;

1. Pasal t8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat ll Suiarvesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor rc24; (/

Mengingat

I,,
/

U
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (t-embaran Negara Repubiik

ffi'""";; ";;; 
2003 Nomor 47' rambahan kmbaran

*.*^." *"0,0"u,.::T:: -:';:;::'"r."4 
tenrans

Undang-Undang Nomor I

;.'.;;;; Nesara (kmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5' Tarnbahan kmbaran

flegara nepuUlit tndonesia Nomor 4355);

U"T""*,"U-* Nomor 23 Tahun 2014 tentang

a.-.n"*"" Daerah (kmbaran Negara Republik

,"O..."," Tahun 2014 Nomor 2'14' Tambahan

*-0"r".' Negara Republik lndonesia Nomor 5587)

""r*"r--t 
telah diubah beberapa kali terakhir

denfn undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

"".r]o.n^" 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

t^t r., ZOI+ tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58'

fu-U^tt"t L€mbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2O19 Nomor 42' Tambahan

kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang

Pemberian TunJangan Hari Raya kepada Pegauai Neg"ri

1

J

Sipi1, Prajurit Tentara Nasional lndonesia'

Kepolisian Negara Republik lndonesia'

Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau

Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lrmbaran Negara

Repulik Indonesia Nomor 6515);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 49/PMK. 05l2O2O lerrt3:rlg Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun

2O2O kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara

Republik lndonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil'

Anggota

Pegarvai

t,

/
dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan yanB

,
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bersumber dari

Negara;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l

Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah lBerita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120

Perubahan atas Peraturan

Anggaran PendaPat dan Belanja

Tahun 2018 tentang

Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesra

Tahun 2O18 Nomor 157);

1'l.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah

l2.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 202O'

l3.Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2019

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Talun Anggaran 2O2o'

MenetaPkan

MEMUTUS(AN:

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN 
I

TUNJANCAN HARI RAYA TAHUN 2O2O KEPADA II.

PEGAWAI NECERI slPlL YANG BERSUMBU* **l /
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH /

KABUPATEN TANA TORAJ?
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja'

2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja'

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah Warga Negara lndonesia yang memenuhi syarat

tertentu' diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk

menduduki jabatan Pemerintahan'

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD'

dan ditetapkan dengan peraturan daerah'

5. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri'

6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnl'a

disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan

oleh Pejabat yang bertanggung jau'ab atas pelaksanaan

disampaikan kePada Pengguna

Pejabat lain Yang ditunjuk selaku

pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada

pejabat penerbitan yang bersangkutan'

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut

SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna

Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau

pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana

yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) atau dokumen lain yang dipersamakar '

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnla

disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan

oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara

Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeral]

(ApBD) berdasarkan SPMO

kegiatan Yang

Anggaran atau

7

8
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BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

pasal 2
(1) Tunjangan Hari Raya Talun 2020 diberikan kepada:

a. PNS:

b. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

c. PNS yarg ditugaskan di luar instansi pemerintah
baik di datam maupun di luar negeri yang gajinya
dibayar oleh instansi induknya;

d. PNS penerima uarg tunggu;
e. Penerima gaji terusan dari pNS yang meninggal

dunia, ter,r'as. atau gugur:

f. Penerima gaji dari PNS I'ang dinyatakan hilang; dan
g. Calon PNS.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
PNS dalam jabatan:

a. administrator atau dalam jabatan lrang setara
jabatan administrator;

b. pengawas atau dalam jabatan yang setara dengan
pengawas;

c. fungsional ahli madya;

d. fungsional ahli muda;

e. fungsional ahli pertama;

f. fungsional mahir;

g. fungsional terampil;

h. fungsional pemula; dan

i. pelal<sana.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 tidak diberikan kepada:

a. Pejabat Negara;

b. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam
jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;

c. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam t
d

jabatan setara fungsional ahli utarna;

Anggota Dewan perwakilan Rakyal DaefthL //
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Pasal 4
(1)

(21 Dalam hal penghasilan I
bulan sebelum bulan

Pasal 5

PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan
negara; dan

PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baikdi dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibaJar
oleh instansi tempat penugasannya.

e

Tlrnjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada
2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Rava.

(satu) bulan pada 2 (dua)

Hari Raya sebagaimana
dimaksud pada ayat (t) belum dibayarkan sebesar
penghasilan yang seharusnya diterima karena
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan
tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari
Raya.

(1J Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasai 4
ayat (1) diberikan kepada pNS, paling banyak meliputi:
a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga; dan

c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasa.l 4

ayat (l) diberikan bagi:

a. penerima gaji terusan dari pNS yang meninggal
dunia, tewas, atau gugur; atau

b. penerima gaji dari PNS, yang dinyatakan hilang,

yaitu sebesar penghasilan I (satu) bulan gaji terusan
pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya dan

anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga

tempat PNS bekeaa. $t-

t

f.

t



{1) Daiam hal

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
ayat (l) diberikan bagi Calon pNS, paling banvak
meliputi;

a. 80 % (delapan putuh persen) dari gaji pokok pNS:
b. tunjangan keluarga; dan
c. tu njan gan jaba tan atau tunjangan umum.

Pasal 6

PNS menerima lebih
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
avat (1) maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah
satu yangjun ahnya lebih besar.

{2) Dalam hal pNS menerima tebih dari 1 (satu)
Tunjaagan Hari Raya maka kelebihan pembayaran
tersebut merupakan utar.rg dan wajib dikembalikan
kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

(3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun
janda/duda atau penerima Tunjangan jarda/duda
maka diberikan Tunjangan Hari Raya sekaligus
Tunjangan Hari Raya penerima pensiun janda/duda
atau Tunjangan Hari Raya penerima Tunjangan
janda/duda.

Pasal 7

(l) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran/atau
potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

(2) Pengasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (i]
dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh

L

/

pemerintah o

dari I (satu)

7
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BAB IiI
PEMBAYARAN 

?UNJA.NGAN HARI RAYA
pasal g

lI/ lunjangar Hari Raya dit
(sepuruh)n* *.0. ":;,;:TH J#:-_:** 

,,
(2) Dalam hal Tunjangan Har-i Raya sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) belum dapat dibayarkar,
Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal
Hari Raya.

L,

Pasal 9

Pembalarar Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud

dalam pasal 8 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)'

Pasal 10

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

mengajukan SPM Tunjangar Hari Raya kepada Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana

Toraja.

(2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM

gaji bulanan.

(3) Jenis SPM sebagaimara dimaksud Pada ayat (2)

termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan

atau susulan pembaYaran Tunjangan Hari Raya

Penerbitan

tsagr PNS

Surat

yang

Pasal 1 1

Keterangan Penghentian Pembayaran

mengalami mutasi Pindah agar

dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Rala

telah dibayarkan atau belum dibayarkan'

Pasal 12

Tata cara penerbitan dan pengajuan (SPP)' SPM dan SP2D

TunJangan Hari Raya, dilakukan sesuai dengan peraturan

p.rrrrd^.r g-.,rrd",' gar yatgberlaku /!.'

L/
(
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BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAI-

pasal 13

Pengendalian intemal ditaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati

diundangkan.

Pasal 14

ini mulai berlaku pada tanggal

L
Agar setiap orang mengetahuinya,

pengundangan Peraturan Bupati

penempatannya dalam Berita Daerah

Toraja.

memerintahkan

ini dengan

Kabupaten Tana

NICODEMUS BIRINGKA]TAE

Diundangkan di Makale

pada tanggal A i[e,i ?o2b

SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

SEMUEL T BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2020 NOMOR : 14

Ditetapkan di Makale

oada ranseal 14 Md 7o2D

[rur^r, iL^ 
"o* 

ro,4


